PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 83 TAHUN 2007
TENTANG
BADAN NARKOTI KA NASI ONAL, BADAN NARKOTI KA PROVI NSI, DAN
BADAN NARKOTI KA KABUPATEN KOTA

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang :

a.

Mengi
1.

bahwa penyal ahgunaan narkoti ka, psikotropika, prekursor dan
bahan adi ktif |ai nnya senmaki n neni ngkat sehi ngga nmenbut uhkan
penanganan yang | ebi h konprehensif yang nenuntut pengenbangan
organi sasi secara proporsional di pusat dan daerah;

bahwa dalam rangka nenjam n keterpaduan dalam penyusunan
kebi j akan dan pel aksanaan operasi onal di bidang ket ersedi aan
pencegahan, penberant asan, penyal ahgunaan dan peredaran gel ap
nar kot i ka, psikotropi ka, prekursor dan bahan adiktif | ainnya
perl u peni ngkat an koordi nasi antar instansi penerintah;

bahwa Keputusan Presiden Nonor 17 Tahun 2002 tentang Badan
Nar koti ka Nasional sudah tidak sesuai, sehingga perlu
di ganti ;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu untuk nengubah Keputusan
Presiden Nonor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika
Nasi onal ;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi
Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nonor 36,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3085);
Undang- Undang  Nonor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan
Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi
Psi kot ropi ka 1971) (Lenbaran Negara Republik I ndonesia Tahun
1996 Nonor 100, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 3657);

Undang- Undang Nonmor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 10,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k |1 ndonesia Nonor 3671);
Undang- Undang Nonor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United
Nati ons Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs
and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan
Bangsa- Bangsa t entang Penberant asan Peredaran CGel ap Narkoti ka
dan Psi kotropi ka 1988) (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 1997 Nonmor 17, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3673);

Undang- Undang Nonor 22 Tahun 1997 tentang Narkoti ka (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nonor 67, Tanbahan
Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor 3698);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah



(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
Menj adi  Undang- Undang (Lenbaran Negara Republik [|ndonesia
Tahun 2005 Nonor 108, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4548);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG BADAN NARKOTI KA NASI ONAL, BADAN
NARKOTI KA PROVI NSI, DAN BADAN NARKOTI KA KABUPATEN KOTA.

BAB |
BADAN NARKOTI KA NASI ONAL
Bagi an Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

Badan Nar koti ka Nasi onal yang sel anjutnya dal am Peraturan Presiden
i ni di sebut BNN adal ah | enbaga non-struktural yang ber kedudukan di
bawah dan bertanggung jawab | angsung kepada Presi den.

Pasal 2

BNN nmenpunyai tugas nenbantu Presi den dal am:

a. mengoor di nasi kan i nstansi penerintah terkait dal am penyusunan
kebi j akan dan pel aksanaan kebijakan operasional di bidang
ket er sedi aan dan pencegahan, penberantasan penyal ahgunaan dan
peredaran gel ap narkoti ka, psikotropika, prekursor dan bahan
adi ktif |ainnya atau dapat disingkat dengan P4QN; dan

b. nmel aksanakan P4GN dengan nenbentuk satuan tugas yang terdiri
atas unsur instansi penerintah terkait sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya mnasi ng- masi ng.

Pasal 3

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di maksud dal am Pasal 2, BNN
menyel enggar akan f ungsi

a. pengoor di nasi an instansi penerintah terkait dalam penyi apan
dan penyusunan kebijakan di bi dang ketersedi aan dan P4GN,
b. pengoor di nasi an i nstansi penerintah terkait dal am pel aksanaan

kebi jakan di bidang ketersediaan dan P4GN serta penecahan
per masal ahan dal am pel aksanaan t ugas;

C. pengoordi nasi an instansi penerintah terkait dalam kegi atan
pengadaan, pengendalian, dan pengawasan di bi dang narkoti ka,
psi kot ropi ka, prekursor, dan bahan adi ktif |ai nnya;

d. pengoper asi an satuan tugas yang terdiri atas unsur penerintah
terkait dalam P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
kewenangan nasi ng- nmasi ng;



penut usan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

prekursor dan bahan adi ktif |ainnya nel alui satuan tugas;

pel aksanaan kerja sama nasional, regional dan internasiona

dal am rangka penanggul angan masal ah narkoti ka, psikotropika,

prekursor dan bahan adi ktif |ainnya;

penbangunan dan pengenbangan sistem informasi, penbinaan dan
pengenbangan terapi dan rehabilitasi serta |aboratorium
nar kot i ka, psikotropi ka, prekursor dan bahan adi ktif | ainnya;

dan

pengoor di nasi an BNP dan BNK/ Kot a berkai tan dengan pel aksanaan
kebi j akan di bi dang P4GN

Bagi an Kedua
Susunan Or gani sasi

Pasal 4

Susunan organi sasi BNN terdiri atas :

a.
b.

Ket ua ; Kepal a Kepol i si an Negara Republ ik Indonesi a;
Anggot a ; 1. Sekretaris Jender al , Depart enen
Per hubungan;
2. Sekretaris Jender al , Depart enen
Pendi di kan Nasi onal
3. Sekretaris Jenderal, Departenen Agans;
4. Sekretaris Jender al , Depart enen
Kormuni kasi dan I nformatika;
5. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan
Politik, Departenen Dal am Negeri :
6. Di r ekt ur Jender al Mul tilateral,
Depart enen Luar Negeri;
7. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan
Depart enen Pertahanan;
8. Direktur Jenderal |Imgrasi, Departenen
Hukum dan Hak Asasi Manusi a;
9. Di r ekt ur Jender al Pemasyar akat an

Depart enen Hukum dan Hak Asasi Manusi a;

10. Direktur Jender al Bea dan Cukai ,
Depart enen Keuangan,;

11. Direktur Jenderal Industri  Agro dan
Kim a, Departenen Perindustrian

12. Direktur Jender al Per dagangan Luar
Negeri, Departenmen Perdagangan;

13. Direktur Jender al Hor ti kul tura,
Depart enen Pertani an

14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Al am Departenen Kehutanan;

15. Direktur Jenderal Penbi naan  Hubungan

I ndustrial dan Jam nan Sosial Tenaga
Kerj a, Departenen Tenaga Kerja dan
Transm grasi ;

16. Direktur Jenderal Bina Pelayanan MediKk,
Depart enen Kesehat an;

17. Direktur Jender al Pel ayanan dan
Rehabi | i tasi Sosial, Departenen Sosial;



18. Sekretaris Kenent eri an Negar a
Penber dayaan Per enpuan
19. Sekretaris Kenenterian Negara Penuda dan

A ah Raga;

20. Deputi Bi dang Dal am Negeri, Badan
Intelijen Negara;

21. Deputi Bi dang Pengawasan Pr oduk

Terapeti k dan Narkotika, Psikotropika,
dan Zat Adiktif, Badan Pengawas (bat dan
Makanan;

22. Jaksa Agung Miuda Bidang Intelijen,
Kej aksaan Agung Republ ik I ndonesi a;

23. Jaksa Agung Mida Bidang Tindak Pidana

Umum Kej aksaan Agung Republ i k
| ndonesi a;

24. Kepal a Badan Reser se Krim nal,
Kepol i si an Negara Republ ik I ndonesi a;

25. Kepal a Badan Intelijen Keamanan

Kepol i si an Negara Republ ik I ndonesi a;

26. Kepal a Biro Bi nbi ngan Masyar akat ,
Kepol i si an Negara Republ ik I ndonesi a;

27. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehat an,
Kepolisian Negara Republik [|ndonesia;

dan
28. Kepal a Pusat Kesehatan, Tentara Nasiona
| ndonesi a.

c. Sekretaris: Kepal a Pel aksana Hari an BNN

Bagi an Keti ga
Pel aksana Hari an Badan Nar koti ka Nasi onal

Pasal 5
Untuk nenperl ancar pel aksanaan dan penyel enggaraan tugas dan
fungsi BNN di bent uk Pel aksana Harian BNN, yang sel anj ut nya di sebut
Lakhar BNN
Pasal 6
(1) Lakhar BNN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
BNN.
(2) Lakhar BNN dipinmpin oleh Kepala Pelaksana Harian yang
sel anj ut nya di sebut Kal akhar BNN
Pasal 7

Lakhar BNN nenpunyai tugas nenberikan dukungan teknis dan
adm nistratif kepada BNN di bi dang ketersedi aan dan P4GN

Pasal 8

Lakhar BNN terdiri atas
a. Sekretari at ;



d.

| nspekt or at ;
Pusat; dan
Sat uan Tugas.

Pasal 9

(1) Sekretariat sebagai mana di naksud dal am Pasal 8 huruf a terdiri

(2)
(3)

atas paling banyak 2 (dua) Biro.

Bi ro sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas paling
banyak 4 (enpat) Bagi an.

Bagi an sebagai nana di maksud pada ayat (2) terdiri atas paling
banyak 4 (enpat) Subbagi an.

Pasal 10

| nspekt orat sebagai mana di maksud dal am Pasal 8 huruf b, terdiri
atas 1 (satu) Subbagi an Tata Usaha dan kel onpok Jabat an Fungsi onal

Audi t or .

Pasal 11

(1) Pusat sebagai mana di maksud dalam Pasal 8 huruf c¢, terdiri
atas paling banyak 5 (lina) Pusat.

(2) Pusat sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha
serta kel onpok Jabat an Fungsi onal

(3) Bidang sebagai nana di maksud pada ayat (2) terdiri atas paling
banyak 2 (dua) Subbi dang.

Pasal 12

(1) Satuan Tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) Satuan Tugas,

(2) WMasing-nmasing Satuan tugas sebagai nana di naksud pada ayat (1)
terdiri atas 1 (satu) Subbagi an Tata Usaha,

(3) Anggota Satuan Tugas berasal dari instansi penerintah
terkait.

(4) Dalam nel aksanakan tugas, masi ng-masi ng  Satuan  Tugas
di koor di nasi oleh Kepala Satuan Tugas vyang di sebut
Koor di nat or Sat uan Tugas.

Pasal 13

(1) D lingkungan Lakhar BNN dapat dibentuk Unit Pel aksana
Tekni s.

(2) Unit Pelaksana Teknis ditetapkan oleh Ketua BNN atas usul
Kal akhar BNN.

Pasal 14

(1) Kalakhar dapat nenbentuk Kel onpok Ahli sesuai dengan
kebut uhan.

(2) Kelonpok Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kal akhar .



(3) Kelonpok Ahli nenpunyai tugas nenberikan telaahan kepada
Kal akhar sesuai dengan keahl i annya.

BAB | |
BADAN NARKOTI KA PROVI NS

Bagi an Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Badan Narkotika Provinsi yang selanjutnya disebut BNP adalah
| enbaga non- st r ukt ur al yang ber kedudukan di bawah dan
ber t anggungj awab | angsung kepada Guber nur.

Pasal 16

BNP nmenpunyai tugas nenbantu Gubernur dal am :

a. mengoor di nasi kan perangkat daerah dan instansi penerintah d
Provi nsi dal am penyusunan kebi j akan dan pel aksanaan kebi j akan
operasi onal BNN di bi dang ketersedi aan dan P4GN, dan

b. menbent uk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang
terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi penerintah
di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
masi ng- masi ng.

Pasal 17

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dalam Pasal 16, BNP

menyel enggar akan f ungsi

a. pengoor di nasi an perangkat daerah dan instansi penerintah di
Provi nsi dal am penyi apan dan penyusunan kebijakan pel aksanaan
operasi onal di bidang ketersedi aan dan P4GN;

b. pengoper asi an satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat
daerah dan instansi penerintah di Provinsi di bidang P4GN
sesuai dengan bi dang tugas, fungsi dan kewenangan
masi ng- masi ng;

C. pel aksanaan penutusan jaringan peredaran gelap narkotika,
psi kot ropi ka, prekusor dan bahan adiktif |ainnya nelalu
satuan tugas di |ingkungan Provinsi sesuai dengan kebijakan
oper asi onal BNN; dan

d. penbangunan dan pengenbangan sistem infornmasi sesuai dengan

kebi j akan oper asi onal BNN

Bagi an Kedua
Susunan Or gani sasi

Pasal 18
Susunan organi sasi BNP terdiri atas :
a. Ket ua : Waki | Gubernur;
b. Anggot a ; Pi npi nan per angkat daer ah Pr ovi nsi dan

instansi terkait; dan
C. Sekretaris: Kepal a Pel aksana Hari an Badan Nar kot i ka



mer angkap Provi nsi
anggot a

Bagi an Keti ga
Pel aksana Hari an Badan Nar koti ka Provi nsi

Pasal 19

Untuk nenperl ancar pel aksanaan dan penyel enggaraan tugas dan
fungsi BNP di bentuk Pel aksana Harian BNP yang sel anj ut nya di sebut
Lakhar BNP.

Pasal 20

(1) Lakhar BNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua
BNP.

(2) Lakhar BNP dipinmpin oleh Kepala Pelaksana Harian BNP, yang
sel anj ut nya di sebut Kal akhar BNP.

Pasal 21

Lakhar BNP  nenpunyai tugas nenberi kan dukungan tekhnis,
adm ni stratif dan operasi onal kepada BNP di bi dang P4G\.

Pasal 22
(1) Lakhar BNP terdiri atas
a. Sekretari at;
b. Bi dang; dan
C. Sat uan Tugas.

(2) Lakhar BNP sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri atas
Sekretariat dan paling banyak 4 (enpat) Bi dang.

(3) Sekretariat sebagai mana dinmaksud pada ayat (1) huruf a
tcrdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagi an.

(4) Bagian terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagi an.

(5) Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbi dang.

(6) Satuan Tugas sebagai mana di naksud pada ayat (1) huruf c,
di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari
per angkat daerah dan instansi penerintah terkait.

BAB |11
BADAN NARKOTI KA KABUPATEN KOTA
Bagi an Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 23

Badan Narkoti ka Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan
Presiden ini disebut BNK/ Kota adal ah | enbaga non-struktural yang
ber kedudukan di bawah dan bertanggung jawab |angsung kepada
Bupat i/ Wl i kot a.

Pasal 24

BNK/ Kot a nenpunyai tugas nenbantu Bupati/Wli kota dal am:
a. mengoor di nasi kan perangkat daerah dan instansi penerintah d



Kabupat en/ Kot a, dal am nengi npl enent asi kan  kebi jakan dan
pel aksanaan operasi onal di bidang P4GN, dan

b. menbent uk satuan tugas sesuai kebijakan operasi onal BNN yang
terdiri atas Unsur perangkat daerah dan instansi penerintah
di Kabupat eh/ Kota  sesuali dengan  tugas, f ungsi dan

kewenangannya masi ng- masi ng.
Pasal 25

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dalam Pasal 24,

BNK/ Kot a nenyel enggar akan fungsi :

a. pengoor di nasi an perangkat daerah dan instansi penerintah di
Kabupat en/ Kota, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan
pel aksanaan operasi onal di bidang P4GN;

b. pengoper asi an satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat
daerah dan instansi penerintah di Kabupaten/Kota di bidang
PAGN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan
masi ng- nasi ng

C. pel aksanaan perutusan jaringan peredaran gelap narkotika,
psi kot ropi ka, prekusor dan bahan adiktif |ainnya nelalu
satuan tugas di |ingkungan Kabupaten/Kota sesuai dengan
kebi j akan operasi onal BNN, dan

d. penbangunan dan pengenbangan sistem infornmasi sesuai dengan

kebi j akan oper asi onal BNN

Bagi an Kedua
Susunan Or gani sasi

Pasal 26

Susunan organi sasi BNK/ Kota terdiri atas .

a. Ket ua: ki | Bupati/Wakil Wali kot a;

b. Anggot a : Pinpinan perangkat daerah Kabupaten/Kota dan
instansi terkait; dan

C. Sekretari s: Kepal a Pel aksana Hari an Badan Nar kot i ka
Kabupat en/ Kot a

Bagi an Keti ga
Pel aksana Hari an Badan Narkoti ka Kabupat en/ Kot a
Pasal 27

Untuk nenperl ancar pel aksanaan dan penyel enggaraan tugas dan
fungsi BNK/ Kota dibentuk Pelaksana Harian BNK/ Kota yang
sel anj ut nya di sebut Lakhar BNK/ Kot a.

Pasal 28

(1) Lakhar BNK/ Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ket ua BNK/ Kot a.

(2) Lakhar BNK/Kota dipinpin oleh Kepala Pelaksana Harian
BNK/ Kot a, yang sel anj ut nya di sebut Kal akhar BNK/ Kot a.

Pasal 29



Lakhar BNK/ Kota nenpunyai tugas mnenberikan dukungan tekhnis,
adm ni stratif dan operasi onal kepada BNK/ Kota di bidang P4GN

Bagi an Keenpat
Susunan Or gani sasi

Pasal 30
(1) Lakhar BNK/Kota terdiri atas :
a. Sekretari at;
b. Seksi; dan
C. Sat uan Tugas.

(2) Lakhar BNK/ Kota sebagai mana di naksud pada ayat (1) terdiri
atas Sekretariat dan paling banyak 4 (enpat) Seksi.

(3) Sekretariat sebagai mana dinmaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbagi an

(4) Satuan Tugas sebagai mana di naksud pada ayat (1) huruf c,
di bentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari
per angkat daerah dan instansi terkait.

BAB |V
TATA KERJA
Pasal 31

(1) Rapat koordinasi nasional BNN dengan BNP dan BNK/ Kota
di adakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebut uhan

(2) Rapat koordinasi di |ingkungan BNN, BNP dan BNK/ Kot a di adakan
secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bul an at au sewakt u-wakt u sesuai dengan kebut uhan.

Pasal 32

Setiap pinpi nan satuan organi sasi di |ingkungan Lakhar BNN, Lakhar
BNP dan Lakhar BNK/ Kota dalam nel aksanakan tugas nmasing-nasing
waj i b nenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dal am |ingkup satuan organisasinya dan dalam hubungan dengan
i nstansi | ain.

Pasal 33

Setiap pinpi nan satuan organi sasi di |ingkungan Lakhar BNN, Lakhar
BNP dan Lakhar BNK/ Kota bertanggung jawab nemnpin dan
mengoor di nasi kan bawahannya masi ng- masi ng dan menber i kan
pengar ahan serta petunjuk bagi pel aksanaan tugas bawahan.

Pasal 34

Setiap pinpi nan satuan organi sasi di |ingkungan Lakhar BNN, Lakhar
BNP dan Lakhar BNK/ Kota wajib nengi kuti dan nmematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan nasing-masing dan nenyanpai kan
| aporan berkal a tepat pada waktunya,



Pasal 35

Dal am nel aksanakan tugas, setiap pinpinan satuan organisasi di
I i ngkungan Lakhar BNN, Lakhar BNP dan Lakhar BNK/ Kota wajib
nmel akukan penbi naan dan pengawasan terhadap satuan organi sasi di
bawahnya.

Pasal 36

(1) Ketua BNN nel aporkan pel aksanaan dan penyel enggaraan tugas
dan fungsi BNN kepada Presiden secara berkala atau
sewakt u-wakt u ji ka di pandang perlu

(2) Ketua BNP nel aporkan pel aksanaan dan penyel enggaraan tugas
dan fungsi BNP kepada Qubernur secara berkala atau
sewakt u- wakt u jika di pandang perlu dan t embusannya
di sanpai kan kepada BNN

(3) Ketua BNK/ Kota nelaporkan pelaksanaan dan penyel enggaraan
tugas dan fungsi BNK/ Kota kepada Bupati/Walikota secara
berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan
t embusannya di sanpai kan kepada BNN dan BNP

Pasal 37

Dal am nel aksanakan t ugas BNN, BNP  dan BNK/ Kota  dapat
nmengi kut sert akan peran serta nasyar akat,

BAB V
ESELONI SASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTI AN PELAKSANA HARI AN
Bagi an Kesatu
Esel oni sasi
Pasal 38

(1) Kal akhar BNN adal ah jabatan struktural eselon I.a.
(2) Sekretaris pada Lakhar BNN adal ah jabatan struktural eselon

| . b.

(3) Inspektur dan Kepala Pusat pada Lakhar BNN adal ah jabatan
struktural eselon II.a.

(4) Koordinator Satuan Tugas dan Kepala Biro pada Lakhar BNN
adal ah jabatan struktural eselon Il.Db.

(5) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Lakhar BNN adal ah
j abatan struktural eselon II1.a.

(6) Kepala Subbagi an dan Kepal a Subbi dang pada Lakhar BNN adal ah
j abatan struktural eselon |V.a.

Pasal 39
(1) Kalakhar BNP adal ah jabatan struktural dengan eselon paling
(2) ggﬂgg{a::éabada Lakhar BNP adal ah jabatan struktural eselon
(3) kLLé?é Bi dang dan Kepala Bagian pada Lakhar BNP adal ah
j abatan struktural eselon II1.a;

(4) Kepal a Subbagi an dan Kepal a Subbi dang pada Lakhar BNP adal ah



(1)
(2)
(3)

j abatan struktural eselon IV.a
Pasal 40

Kal akhar BNK/ Kota adalah jabatan struktural dengan eselon
paling tinggi I1I.Db.

Sekretaris pada Lakhar BNK/ Kota adalah jabatan struktural
eselon II1.b.

Kepal a Subbagi an dan Kepal a Seksi pada Lakhar BNK/ Kot a adal ah
j abatan struktural eselon |V.a.

Bagi an Kedua
Pengangkat an dan Penber henti an

Pasal 41

(1) Kal akhar BNN dan Sekretaris Lakhar BNN  di angkat dan

(2)

—~
N -
~——

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

di ber henti kan ol eh Presiden atas usul Ketua BNN

| nspektur, Kepala Pusat, Koordinator Satuan Tugas, Kepala
Biro, Kepal a Bagi an. Kepal a Bi dang, Kepal a Subbagi an, Kepal a
Subbi dang di angkat dan di berhenti kan ol eh Kal akhar BNN

Pasal 42

Kal akhar BNP di angkat dan di berhenti kan ol eh Gubernur.

Dal am hal Kal akhar BNP sebagai mana di maksud pada ayat (1)
di angkat dari anggota kepolisian, Gubernur berkonsultasi
dengan Kepala Kepolisian Daerah dcngan rmenperhati kan
per al uran perundang- undangan.

Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian
dan Kepal a Subbidang di |ingkungan Lakhar BNP di angkat dan
di ber henti kan ol eh Gubernur.

Pasal 43
Kal akhar BNK/ Kot a di angkat dan di ber henti kan ol eh

Bupat i / Wl i kot a.
Dal am hal Kal akhar BNK/ Kota sebagai mana di maksud ayat (1),

di angkat dari anggot a kepol i si an, Bupati /Wl i kot a
ber konsul t asi dengan Kepala Kepolisian Resort dengan
menper hat i kan per at uran perundang- undangan.

Sekretaris, Kepala Subbagi an dan Kepal a Seksi di |ingkungan

Lakhar BNK/ Kot a di angkat dan di ber henti kan ol eh
Bupat i/ Wl i kot a.

BAB VI
PEMBI AYAAN
Pasal 44

Bi aya yang di perl ukan bagi pel aksanaan tugas BNN di bebankan
kepada Anggaran Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

Bi aya yang di perl ukan bagi pel aksanaan tugas BNP di bebankan
kepada Anggar an Pendapat an dan Bel anja Daerah Provinsi.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK/ Kota



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupat en/ Kot a.

Pasal 45

BNN dapat nenberikan bantuan penbiayaan kepada BNP dan
BNK/ Kot a yang bersunber dari Anggaran Pendapatan dan Bel anj a
Negar a.

BNP dan BNK/ Kota nelaporkan dan menpertanggungj anabkan
sel uruh pel aksanaan kebijakan operasi onal yang penbi ayaannya
bersunber dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara kepada
BNN.

Pasal 46

Dal am nel aksanakan tugas dan nenyel enggarakan fungsi BNN, BNP
dan BNK/ Kot a dapat nenerima bantuan dari pihak |lain baik dari
dal am negeri maupun |uar negeri yang sifatnya tidak nengi kat
sesuai dengan ket entuan peraturan perundangan.

Bant uan kepada BNP dan BNK/ Kota yang berasal dari |uar negeri
di | akukan nel al ui BNN

BAB VI |
KETENTUAN LAI N- LAI N
Pasal 47
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata Kkerja

Lakhar BNN ditetapkan ol eh Ketua BNN setel ah terl ebi h dahul u
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung
j awab di bi dang pendayagunaan aparat ur negar a.

Penbent ukan, susunan organi sasi, rincian tugas dan tata kerja
BNP dan Lakhar BNP dit et apkan dengan Peraturan Gubernur.
Penbent ukan, susunan organi sasi, rincian tugas dan tata kerja
BNK/ Kota dan Lakhar BNK/ Kota ditetapkan dengan Peraturan
Bupat i / Wl i kot a.

BAB VI 1|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, nmaka Keputusan Presiden

Nonor

17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoti ka Nasional dicabut dan

di nyat akan ti dak berl aku | agi .

Pasal 49

Peraturan Presiden ini mnulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,



ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



